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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PEMERINTAH DAERAH DAN 
PERANGKAT DAERAH 
 
 
A.  Pengertian Pemerintah Daerah 
Pemerintah atau Government  dalam bahasa indonesia berarati 
pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam 
sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Bisa juga berarti 
lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara 
bagian, atau kota, dan sebagainya. 
Menurut W.S Sayre (1960) pemerintah dalam definisi terbaiknya 
adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan 
kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter (1977),  pemerintah adalah 
satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu 
untuk mempertahankan sistem yang mecangkupnya dan monopoli praktis yang 
menyangkut kekuasaan paksaannya.16 
Selanjutnya, Daerah adalah lingkungan pemerintah : wilayah, daerah 
diartikan sebagai bagian permukaan bumi; lingkungan kerja pemerintah, 
wilayah; selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah; tempat-
tempat sekeliling atau yang dimaksud dalam lingkungan suatu kota; tempat 
yang terkena peristiwa sama; bagian permukaan tubuh.17 
                                                          
16 Inu Kencana Syafiie, Pengantar ilmu pemerintahan, Jakarta, Refika Aditama, 2010 hlm. 
11. 
17 G. Setya Nugraha, R. Maulina f, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya, hlm.145. 
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Lain hal nya dengan C.F Strong yang menyebutkan bahwa 
pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk 
melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas 
merupakan sesatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.18 
Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas 
daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. 
Daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang 
diatur dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah. 
Kemudian pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah 
adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 
Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem 
penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk 
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk 
mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama 
                                                          
18 Fahmi Amrusi dalam Ni’matull Huda, Hukum Pemerintah Daerah, Nusamedia: 
Bandung, 2012, hlm 28. 
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didalamnya19, yaitu: pertama, Pemberian tugas dan wewenang untuk 
menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah 
Daerah; kedua, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, 
mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas 
tersebut; dan ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan 
mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara 
langsung maupun DPRD. 
Pengertian Pemerintah Daerah menurut pasal 1 angka 3 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah Kepala 
daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
Secara historis eksistensi pemerintahan daerah telah dikenal sejak masa 
pemerintahan kerajaan-kerajaan nenek moyang dahulu sampai pada sistem 
pemerintahan yang diberlakukan oleh pemerintah jajahan. Demikian pula 
mengenai sistem kemasyarakatan dan susunan pemerintahannya mulai dari 
tingkat desa, kampung, nagari, atau dengan istilah lainnya sampai pada puncak 
pimpinan pemerintahan. Disamping itu upaya membuat perbandingan sistem 
pemerintahan yang berlaku di beberapa negara lain, juga amat penting untuk 
dijadikan pertimbangan bagi pembentukan pemerintahan daerah. 
Berdasarkan latar belakang sejarah di atas, maka pemerintah Indonesia 
sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 agustus 
                                                          
19 Setya Retnami. Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta : Kantor 
Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001. hlm.8 
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1945, merancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang 
didalamnya mengatur secara eksplisit tentang pemerintahan daerah. Hal-hal ini 
terlihat dalam pola pikir dan usulan-usulan yang terungkap sewaktu para 
pendiri Republik (the founding fathers) ini mengadakan sidang-sidang dalam 
mempersiapkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesianya. 
Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 merupakan awal 
mula peraturan tentang pemerintahan daerah di Indonesia sejak kemerdekaan. 
Ditetapkannya Undang-Undang tentang pemerintahan daerah tersebut 
merupakan resultant dari berbagai pertimbangan tentang sejarah pemerintahan 
kita dimasa kerajaan-kerajaan serta pada masa kolonialisme. Dengan demikian 
dikeluarkan produk hukum selanjutnya tentang Pemerintahan daerah hingga 
terakhir di tahun 2014 ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah. 
Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 memberikan landasan konstitusional bagi penyelenggaraan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Negara Indonesia menganut paham 
demokrasi dan nomokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk 
pemerintahan daerah. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa pemerintahan 
daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.  
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Kemudian lebih lanjut didalam bagian penjelasan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Penyelenggaraan pemerintahan daerah 
berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas 
lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintahan 
daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah 
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi 
mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan 
kepada daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan 
sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai 
fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala 
daerah melaksanakan fungssi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. 
Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat 
Daerah. 
Provinsi adalah suatu satuan dari teritorial yang dijadikan sebagai nama 
dari sebuah wilayah administratif yang berada di bawah wilayah negara atau 
negara bagian. Dalam pembagian administratif, Indonesia terdiri atas provinsi, 
yang dikepalai oleh seorang Gubernur. 
Gubernur dipilih bersama wakilnya dalam satu paket pasangan yang 
dipilih secara langsung oleh rakyat di provinsi setempat untuk masa jabatan 
lima tahun, sehingga dalam hal ini gubernur bertanggung jawab kepada rakyat. 
Gubernur terpilih kemudian dilantik oleh Presiden, dan dapat juga dilantik oleh 
Mendagri atas nama Presiden. Selain itu, gubernur juga berkedudukan sebagai 
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wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi bersangkutan, sehingga gubernur 
bertanggung jawab kepada Presiden. Gubernur bukan atasan bupati atau 
walikota,melainkan hanya sebatas membina, mengawasi, dan 
mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. 
Hubungan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota bukan 
subordinat, yaitu setiap pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan20 
Daerah provinsi selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan 
Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil 
Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan 
urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi. Daerah kabupaten/kota 
selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang 
menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan 
pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten/kota.21 
Menurut Harson, pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai22 : 
1. Local Self Government atau pemerintah lokal daerah dalam sistem 
pemerintah daerah di Indoneisa adalah semua daerah dengan berbagai 
urusan otonom bagi local self government tentunya harus berada dalam 
kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya 
                                                          
20 Pengertian Provinsi dan Kabupaten diakses melalui www.infomasiahli.com pada 
tanggal 24 November 2017   
21 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 13 ayat 
(3)   
22 Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah cetakan ke 3, Pustaka Sinar 
Harapan, Jakarta, hlm 77. 
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sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri ,mempunyai 
wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas 
kebijaksanaannya sendiri. Selain diserahi urusan-urusan tertentu oleh 
pemerintah pusat, dapat juga diserahi tugas-tugas pembantuan dalam 
lapangan pemerintahan (tugas medebewind). Tugas ini adalah untuk turut 
serta (made) melaksanakan peraturan perundang-undangan, bukan hanya 
yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, melainkan juga yang ditentukan 
oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat 
diatasnya; 
2. Local State Government atau pemerintah lokal administratif dibentuk 
karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak 
dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan 
pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan 
banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin 
pemerintah lokal administtratif itu diangkat dan diberhentikan oleh 
pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari 
pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di 
wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai-
pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. 
Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh 
pemerintah pusat. 
Pemberian kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan 
pemerintahannya, dilaksanakan melalui suatu proses yang disebut 
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desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau dikenal dengan otonomi 
daerah. Desentralisasi memiliki dua bentuk yaitu politik dan administratif. 
Desentralisasi politik yaitu wewenang untuk membuat keputusan dan 
melakukan kontrol tertentu terhadap sumber daya yang diberikan kepada 
pemerintah lokal dan regional. Desentralisasi adminitratif adalah suatu delegasi 
wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal. 
Kewenangannya mulai dari penetapan peraturan sampai keputusan 
substansial23 
B.  Kewenangan Pemerintah Daerah 
Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata wewenang disamakan 
dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk 
bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan 
tanggung jawab kepada orang/badan lain.24 
Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering 
disejajarkan dengan istilah Belanda “bevoegdheid” ( yang berarti wewenang 
atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam 
Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru 
dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. 
Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur 
                                                          
23 La Ode Bariun, Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian 
Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan. Disertasi. Program Pasca Sarjana. 
Universitas Hasanuddin. Makassar, 2015, Hlm. 136   
24 Kamal Hidjaz. Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan 
DaerahDi Indonesia. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. hlm 35. 
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dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari 
Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan 
Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah 
kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk 
melakukan hubungan dan perbuatan hukum.25 
Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan 
sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan 
disetiap negara hukum. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan 
pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan 
yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas 
adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan-
tindakan hukum tertentu 
Penjelasan tentang konsep wewenang, dapat juga didekati melalui 
telaah sumber wewenang dan konsep pembenaran tindakan kekuasaan 
pemerintahan. Teori sumber wewenang tersebut meliputi atribusi, delegasi, dan 
mandat.26 
Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama 
dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan 
tidakberbuat.Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban27. 
                                                          
25 SF. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, 
Liberty, Yogyakarta, 1997,  hlm. 154.   
26 Ibid. hlm.172 
27 Nurmayani S.H.,M.H. Hukum Administrasi Daerah. Universitas Lampung 
Bandarlampung. 2009,  hlm 26 
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Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang 
dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan 
demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang 
dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan 
kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan 
memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum 
administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga 
F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum 
tata negara dan hukum administrasi negara28. 
Lebih lanjut kemudian F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek sebagaimana 
dikutip oleh Ridwan, mengemukakan pandangan sebagai berikut : “Bahwa 
hanya ada 2 (dua) cara untuk memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan 
delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan 
delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang 
telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi delegasi 
secara logis selalu didahului oleh atribusi). Mengenai mandat, tidak dibicarakan 
mengenai penyerahan wewenang atau pelimbahan wewenang. Dalam hal 
mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (dalam arti yuridis formal), 
yang ada hanyalah hubungan internal”.29 
                                                          
28 Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2013. Hlm 
99. 
29 Ridwan, HR, Hukum Administrasi Negara, UII Pres, Yogyakarta, 2003, hlm. 74-75. 
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Menurut Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi kewenangan dari Pemerintah 
Daerah tingkat provinsi adalah sebagai berikut : 
1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/kota 
2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas daerah Kabupaten/kota 
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas 
daerah Kabupaten/kota 
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien 
apabila dilakukan oleh daerah provinsi 
Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu 
pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah 
bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan prilaku 
subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus 
ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung 
adanya standard wewenang yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) 
serta standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).30 
Pemberian kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan 
pemerintahannya, dilaksanakan melalui suatu proses yang disebut 
desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau dikenal dengan otonomi 
daerah. Desentralisasi memiliki dua bentuk yaitu politik dan administratif. 
                                                          
30 Philipus M. Hadjon, Penataan Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998. 
hlm.2. 
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Desentralisasi politik yaitu wewenang untuk membuat keputusan dan 
melakukan kontrol tertentu terhadap sumber daya yang diberikan kepada 
pemerintah lokal dan regional. Desentralisasi adminitratif adalah suatu delegasi 
wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal. 
Kewenangannya mulai dari penetapan peraturan sampai keputusan 
substansial31. 
C.  Desentralisasi dan Otonomi Daerah  
Secara teoritis, desentralisasi adalah pembentukan daerah otonom 
dan/atau penyerahan wewenang tertentu kepadanya oleh pemerintah pusat.32 
Sedangkan, desentralisasi adalah pembagian dari sebagian kekuasaan 
pemerintah oleh kelompok yang berkuasa di pusat terhadap kelompok-
kelompok lain yang masing-masing memiliki otoritas di dalam wilayah tertentu 
di suatu negara.33 
Menurut Jayadi N.K bahwa desentralisasi mengandung pengertian: 
pertama, desentralisasi merupakan pembentukan daerah otonom; kedua, 
daerah otonom yang dibentuk diserahi wewenang tertentu oleh pemerintah 
pusat; ketiga, desentralisasi juga merupakan pemencaran kekuasaan oleh 
                                                          
31 La Ode Bariun,  Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa 
Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan. Disertasi. Program Pasca Sarjana. Universitas 
Hasanuddin. Makassar, 2015, hlm. 136 
32 Benyamin hoessein, Berbagai faktor yang mempengaruhi besarnya otonomi daerah di 
tingkat II suatu kajian desentralisasi dan otonomi daerah dari segi ilmu administrasi negara, 
Jakarta, 2013, Program PPS-UI, hlm.21 
33 Philip Mawhod, Local government in the third world: The experience of tropical africa, 
New York, 1983, hlm.116 
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pemerintah pusat; keempat, kekuasaan yang dipancarkan diberikan kepada 
kelompok-kelompok masyarakat dalam wilayah tertentu.34 
Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, “autonomos/autonomia‖”, 
yang berarti “peraturan sendiri (self-ruling). Merujuk pada dua perkataan 
tersebut, maka secara sederhana otonomi dapat diartikan sebagai peraturan 
yang dibuat oleh satu entitas (pemerintahan sendiri)35. 
Kajian klasik milik Hoggart menyatakan otonomi harus dipahami 
sebagai sebuah interaksi antara pemerintah yang berada di bawahnya. Dalam 
konteks tersebut, otonomi harus dipahami sebagai Iindependence of localities 
yang kedap dari adanya campur tangan pemerintah di aras atas. Senalar dengan 
uraian Hoggart, Samoff menyatakan pula otonomi sebagai transferred power 
and authority over decision making to local units are the core of autonomy. 
Berbagai argumen tersebut tidak disanggah oleh Rosenbloom yang 
menjelaskan otonomi sebagai wujud penyerahan suatu kuasa kepada 
pemerintah yang lebih rendah tingkatannya untuk mengatur wilayah secara 
bebas tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat.36 
Dalam literatur Belanda otonomi berarti pemerintahan sendiri 
(zelfregering) yang oleh Van Vollenhoven dibagi atas zelfwetgeving (membuat 
                                                          
34 Jayadi Nas Kamaluddin, Otonomi daerah dan Kepala daerah, Hasanuddin University Press, 
Makassar, 2002,  hlm.15. 
35 Leo Agustino, Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Alfabeta Bandung, Bandung, 2014, 
hlm 13. 
36 Ibid hlm.15 
45 
 
undang-undang sendiri), zelfuitvoering (melaksanakan sendiri), 
zelferchtspraak (mengadili sendiri) dan zelfpolitie (menindaki sendiri)37. 
Atas dasar bahasa dan literatur Belanda, Sarundajang menjelaskan 
hakikat otonomi daerah adalah38 : 
1. Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak tersebut 
bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah (pusat) 
yang diserahkan kepada daerah. Istilah sendiri dalam hak mengatur dan 
mengurus rumah tangga merupakan inti keotonomian suatu daerah: 
penetapan kebijaksanaan sendiri, pelaksanaan sendiri, maka hak itu 
dikembalikan kepada pihak yang memberi, dan berubah kembali menjadi 
urusan pemerintah (pusat); 
2. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga 
sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu 
di luar batas-batas wilayah daerahnya; 
3. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga 
daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan 
kepadanya; 
4. Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain, hak mengatur dan 
mengurus rumah tangga sendiri tidak merupakan subordinasi hak mengatur 
dan mengurus rumah tangga daerah lain. Dengan demikian suatu daerah 
otonom adalah daerah yang self government, self sufficiency, self authority, 
                                                          
37 Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah cetakan ke 3, Pustaka Sinar 
Harapan, Jakarta, 2012, hlm. 33. 
 
38 Ibid, hlm. 35 
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dan self regulation to its law and affairs dari daerah lainnya baik secara 
vertikal maupun horizontal karena daerah otonom memiliki actual 
independence. 
Konsep otonomi daerah sejatinya merupakan amanat yang diberikan 
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang secara umum termaktub 
dalam Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, “pemerintah daerah provinsi, daerah 
kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya pada ayat (5) tertulis 
“pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan 
pemeirntahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan 
pemerintahan pusat. Dan ayat (6) juga menyatakan, pemerintahan daerah 
berhak menetapkan peraturan daerah dan perturan-peraturan lain untuk 
melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 
Otonomi daerah di Indonesia dapat dilihat dalam dua perspektif. 
Pertama, otonomi sebagai Administrative Decentralization yaitu konsep yang 
melihat otonomi sebagai the transfer of authority from central to local 
government. Otonomi daerah dipahami sebagai pelimpahan wewenang 
ketimbang penyerahan kekuasaan. Tujuannya adalah sebagai penciptaan 
efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, otonomi 
sebagai Political Decentralization, melihat otonomi tidak sekedar sebagai 
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pelimpahan wewenang melainkan penyerahan kekuasaan the devolution of 
power from central to local government39 
Dari dimensi teori pemerintahan daerah, pemberlakuan UU No. 23 
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi berupa 
pergeseran paradigma pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan prinsip 
desentralisasi40, Rondinelli dalam Mugabi41 mengartikan desentralisasi sebagai 
penugasan (assignment), pelimpahan (transfer), atau pendelegasian tanggung 
jawab aspek politik, administratif dan keuangan (fiscal) pada tingkatan 
pemerintahan yang lebih rendah. Maddick dalam Hoessein42 menjelaskan 
konsep desentralisasi mengandung dua elemen yang saling berhubungan, yaitu 
pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum untuk 
menangani bidang-bidang pemerintahan tertentu, baik yang dirinci maupun 
dirumuskan secara umum. Oleh karena itu, desentralisasi adalah otonomisasi 
suatu masyarakat yang berada dalam teritori tertentu. Suatu masyarakat yang 
semula tidak berstatus otonomi, melalui desentralisasi menjadi berstatus 
otonomi sejalan dengan pemberlakuan daerah otonom. Otonomi, dengan 
                                                          
39 Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, Hukum Administrasi Pemerintahan 
Daerah , Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm.62 
40 Bhenyamin Hoessein, 2002, “Kebijakan Desentralisasi”, Jurnal Administrasi Negara 
Vol. II. No.02. Maret. 2002, hlm. 3. 
41 Rondinelly dalam Edward Mugabi, Decentralization for Good Governance: Policies, 
Legal Frameworks and Implementation Strategies, dalam Guido Bertucci, Riccardo Nencini, and 
Enrico Cecchetti; Decentralized Governance for Democracy, Peace, Development and Effective 
Service Delivery, (Region of Tuscany Regional Assembly, Italian Presidency, and United Nations 
Department of Economic and Social Affairs, 2004),p. 22. Dikutip dari Rozan Anwar, 
Pengembangan Model Administrasi Publik, Fisip UI, 2009, hlm. 5. 
42 Bhenyamin Hoessein, 2002, “Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dengan 
Pemerintahan Daerah,” Jurnal Bisnis dan Birokrasi, No. 1/Vol.1/ Juli/2000, hlm. 10-11. 
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demikian diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat bukan kepada daerah 
ataupun pemerintah daerah. 
Sesuai dengan batasan pengertiannya menurut Undang-undang No 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka yang dimaksudkan adalah 
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD, 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI, sebagaimana dimaksud dalam UUD 
1945. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau 
Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah salain terdapat unsur 
staf yang membantu kepala daerah juga terdapat unsur pelaksana Pemerintah 
Daerah unsur staf dan unsur pelaksana tersebut adalah sekretariat daerah dan 
dinas-dinas daerah. 
Pada prinsipnya, penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak lepas 
dari adanya peran desentralisasi yang merupakan bentuk dari penyerahan segala 
urusan, baik pengaturan dalam arti pembuatan peraturan perundang – undangan, 
maupun penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri, dari pemerintah pusat 
kepada pemerintah daerah, untuk selanjutnya menjadi urusan rumah tangga 
pemerintah daerah tersebut.  
Desentralisasi pemerintahan yang pelaksanaannya diwujudkan dengan 
pemberian otonomi kepada daerah-daerah ini bertujuan untuk memungkinkan 
daerah-daerah tersebut untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna 
49 
 
penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat 
dan pelaksanaan pembangunan. 
D.  Perangkat Daerah 
Sumber kekuasasaan dan wewenang bagi Pemerintah adalah peraturan 
perundang-undangan. Kekuasaan dan kewenangan pemerintah yang 
bersumber dari peraturan perundang-undangan, baik pada pemerintahan pusat 
maupun daerah dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat. 
Pembentuk undang-undang menentukan suatu organ pemerintahan berikut 
wewenangnya baik kepada organ yang sudah ada maupun yang baru dibentuk. 
Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-
undangan terdiri dari tiga bentuk yaitu pelimpahan kewenangan dengan 
atribusi, pelimpahan kewenangan dengan delegasi dan pelimpahan 
kewenangan dengan mandat. 
Pengertian pendelegasian wewenang adalah pemberian wewenang 
kepada orang-orang yang ditunjuk oleh pemegang wewenang. Penggunaan 
pendelegasian wewenang secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi 
efektivitas organisasi. Oleh karena itu peranan pendelegasian wewenang sangat 
penting di dalam organisasi. Selain itu, pendelegasian wewenang adalah 
konsekuensi logis dari semakin besarnya organisasi.43 
                                                          
43
 http://www.psychologymania.com/2013/01/pengertian-pendelegasian-wewenang.html, 
diakses tanggal 17 Desember 2017 pukul 20.17 
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  Sistem pemerintahan Indonesia mengalami perubahan mendasar 
pada tahun 1999 yaitu dengan diberlakukan-nya sistem desentralisasi. 
Perubahan tata aturan pemerintahan di Indonesia pada hakekatnya merupakan 
upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau Good Governance. 
Salah satu tujuan Good Governance adalah mendekatkan pemerintah dengan 
rakyat. Dengan demikian apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan, 
keinginan, dan kepentingan serta aspirasi masyarakat dapat dipahami secara 
baik dan benar oleh pemerintah. Sehingga pemerintah mampu menyediakan 
layanan masyarakat secara efisien, mampu mengurangi biaya, memperbaiki 
output dan penggunaan sumber daya manusia secara lebih efektif. 
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ditingkat provinsi, 
gubernur sebagai kepala daerah tingkat provinsi dibantu oleh Perangkat Daerah 
yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah tingkat provinsi, dan Badan-Badan Daerah 
Provinsi. 
Perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah dan DPRD 
dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah sebagaimana diatur 
pada Pasal 208 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah yang dikutip sebagai berikut: 
“Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan 
Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah.” 
 
51 
 
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah. Sedangkat Perangkat Daerah Provinsi adalah 
unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi 
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah provinsi.  
Menurut Pasal 1 ayat (1)  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
Tentang Perangkat Daerah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 
perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 
Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan : 
a. Kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh daerah 
b. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah 
c. Kemampuan keuangan daerah 
d. Kesediaan sumber daya aparatur 
e. Pengembangan pola kerjasama (antar daerah dan/ atau dengan pihak 
ketiga) 
Dasar utama pembentukan perangkat daerah adalah adanya urusan 
pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah, 
yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi atas 
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urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan wajib yang 
tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.  
Pengelompokan organisasi perangkat daerah didasarkan pada konsepsi 
pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu: 
1. Strategic Apex (Kepala Daerah) 
2. Middle Line (Sekretaris Daerah) 
3. Operating Core (Dinas Daerah) 
4. Technostructure (Badan/Fungsi Penunjang); dan 
5. Supporting Staff (Staff Pendukung) 
Dinas daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang 
melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam 
melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan 
pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun 
urusan pilihan. Badan daerah melaksanakan fungsi penunjang 
(technostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu 
kepala daerah dalam pelaksanaan fungsi mengatur dan mengurus untuk 
menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core).  
Dalam rangka implementasi otonomi daerah maka dilakukan penetapan 
kebijakan penyusunan organisasi perangkat daerah dan struktur organisasi dan 
tata kerja perangkat tersebut. Perlu dipahami bahwa segala urusan yang menjadi 
kewenangan daerah harus dilaksanakan dengan kelembagaan yang jelas serta 
dapat mengakomodasi kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 
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Kelembagaan daerah merupakan sarana atau wadah dalam penyelenggaraan 
kewenangan daerah. Kehadiran kelembagaan daerah memberikan kejelasan 
dalam pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka 
penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu penataan terhadap 
kelembagaan daerah menjadi bagian penting dalam rangka pencapaian tujuan 
otonomi daerah. 
Pelaksanaan otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah 
daerah untuk menyusun organisasi perangkat daerahnya. Dasar utama 
penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan 
wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan 
pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. 
Pembentukan kelembagaan daerah diatur dalam  Pasal 209 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang 
mengungkapkan bahwa perangkat daerah provinsi  terdiri atas sekretariat 
daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan.  Perangkat Daerah 
provinsi juga diamanatkan untuk melaksanakan tugas pembantuan selain juga 
melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 
Dengan membentuk kelembagaan, maka pemerintah daerah dapat 
menyelenggarakan pemerintahan secara efisien untuk meningkatkan pelayanan 
dan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan kelembagaan pemerintah daerah 
dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang 
Perangkat Daerah. 
